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BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 60 TAHUN 2017
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG, i

Menimbang - bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (6) Peraturan 1
: Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Ketentuan mengenai
besaran tunjangan. perumahan dan tunjangan
transportasi diatur dalam Peraturan Bupati,

b. bahwa berdasarkan hasil kajian yang telah
dilaksanakan oleh Pihak Sekretariat DPRD melalui
Pihak Ketiga yakni KJPP Firman Azis dan Rekan
telah ditetapkan besaran tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi;

&L bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan .Peraturan Bupati tentang Besaran
Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat ¥ 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan

———VUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan  KabUpaten  Purwakarta  dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- :
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang !
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam ,
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara '
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, ‘

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
___ Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4286);

3.  Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004
tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
TambahanLembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan !
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) '
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang .
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ‘
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 'f
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuwangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 :
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan |
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun ‘
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali |
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ;
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua '
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ‘
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan
Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak ‘
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 8);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
- KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bandung;

3. Bupati adalah Bupati Bandung;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung.

5. Pimpinan adalah pimpinan DPRD Kabupaten
Bandung.

6. Anggota adalah anggota DPRD Kabupaten Bandung

BAB 11

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Tunjangan Perumahan
Pasal 2

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakanrumah negara bagi Pimpinan DPRD ,

kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD,
kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan.

(3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan

setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan
sumpah/janji.
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(4) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga
setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan
dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus
sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang
berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja
listrik, air, gas, dan telepon.

(6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD. yang
diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan
perumahan.

Pasal 3

Besaran tunjangan perumahan untuk:

a. Ketua DPRD - Rp. 18.000.000,- (delapan
belas juta rupiah)
b. Wakil Ketua : Rp. 17.000.000,- (tujuh belas
DPRD juta rupiah)
—c¢.——Anggota DPRD : Rp. 16.000.000,- (enam belas
Jtrta rupiah)

Bagian Kedua
Tunjangan Transportasi
Pasal 4

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan

DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
transportasi.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakankendaraan dinas jabatan bagi Anggota
DPRD, kepada yang beérsangkutan diberikan tunjangan
transportasi.

(3) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan terhitungmulai tanggal pengucapan
sumpah/janji.

(4) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga
setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(5) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa
kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan
dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak
tidak termasuk biayaperawatan dan biaya operasional
kendaraan dinas jabatan.

(6) B'agi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang
B diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan
transportasi.

Pasal 5

Besaran _tunjangan transportasi untuk Anggota DPRD
masing-masing sebesar Rp.11.750.000,00 (sebelas juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

St et s

B Sumber Anggaran
Pasal 6

Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sampai dengan Pasal S5 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
.: Pasal 7

—Pada—saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Nomor 30 Tahum 2016 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

i dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ,
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang ‘

b Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

5 Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

i Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2016 Nomor 32), sepanjang mengatur mengenai

4 Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, A

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8 |
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~ Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan September
2017.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2017

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017
NOMOR 60




